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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 
TENT ANG DISIPLIN PEGA WAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN KABUP ATEN LABUHANBATU UT ARA 

Nama 
N P M  

: Marwansyah 
: 121801087 

Program Studi : Magister Administrasi Publik 
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA 
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA 

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan 
bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 
dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin 
terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong 
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem 
prestasi kerja. 

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat 
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. 
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil 
yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap 
menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan 
datang. 

Melihat kondisi saat ini Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan 
daerah pemekaran, peranan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Badan 
Kepegawaian Daerah mempunyai nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan personil 
Pegawai Negeri Sipil dan langkah awal untuk pembinaan dan penataan sekaligus 
pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil agar disiplin waktu dan disiplin 
jam kerja 37,5 jam kerja benar-benar dijalankan. 

Oleh karena itu peran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara hams benar-benar efektif dan profesional dalam menyikapi terhadap seluruh 
permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sedang 
dihadapi dan dapat membuat strategi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil 
di Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Keywords : lmplementasi, Disiplin Pegawai 
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1.1. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun selalu menjadi sorotan 

publik. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, beberapa oknum 

Pegawai Negeri Sipil semakin membuat citra pelayan publik ini semakin parah. 

Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran makin mcningkat. Pelanggaran 

itu dari berbagai tingkatan, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. 

Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus dan permasalahan yang hams diselesaikan di 

sub bagian kepegawaian, tidak pemah ada selesainya (Sadly Abdul Jabar, 2003). 

Penerapan peraturan disiplin pegawai berkaitan erat dengan motivasi dan 

perilaku. Pelanggaran terhadap disiplin pegawai ini kebanyakan dilatarbelakangi 

adanya suatu motivasi tertentu. Motivasi ini yang akan membentuk perilaku. Perilaku 

yang terns menerus akan menjadi budaya. Bermacam motivasi di balik munculnya 

berbagai pelanggaran ini. Tapi apapun motivasinya pelanggaran disiplin harus 

ditindaklanjuti (Sadly Abdul Jabar, 2003). 

Peraturan yang ada selama ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 

dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi persoalan kedisiplinan Pegawai 

Negeri Sipil. Hal ini akhimya dipandang sebagai salah satu alasan untuk dilakukan 

perubahan, sehingga muncul Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Adanya 

peraturan yang baru ini dianggap sebagai salah satu reformasi birokrasi yang antara 
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lain dimaksudkan agar Iebih terjamin ketertiban, kelancaran pelaksanaan tugas, serta 

untuk lebih meningkatkan disiplin menuju Iebih terwujudnya Pegawai Negeri Sipil 

yang profesional, dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap suatu 

pelanggaran (Delvi Demayanti, 2012). 

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, 

dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip 

kepemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai 

unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas (Delvi Demayanti, 2012). 

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan 

bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 

dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong 

Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem 

prestasi kerja (Delvi Demayanti, 2012). 

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat 

dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. 

Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil 

yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap 
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